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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Akuntansi · didefenisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan 

laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas ekonomi dan 

kondisi perusahaan. Aktivitas mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan, 

menyajikan dalam bentuk angka, mencatat, meringkas dan melaporkan aktivitas 

transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan disebut dengan siklus 

akuntansi. Akuntansi merupakan sebuah proses yang berakhir pada perubahan 

laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. 

Tujuan laporan keuangan menurut SAK ET AP (2009:2) adalah 

menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas 

suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan 

keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan 

keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam 

memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah 

dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

Penerapan akuntansi merupakan suatu sistematika yang dibuat oleh suatu 

organisasi atau badan usaha yang tujuannya untuk mencapai cita-cita perusahaan. 

Akuntansi juga sebagai pengendalian bagi organisasi, Berdasarkan rencana dan 

penerapan sistem akuntansi yang baik, dapat dikontrol atau dinilai jalannya 

kegiatan perusahaan. 
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Menurut SAK ET AP (2009: 17) laporan keuangan entitas meliputi 1) neraca, 

neraca menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. 2) Laporan 

laba rugi, laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu 

periode. 3) Laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan ekuitas menyajikan 

laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui 

secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan 

kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, 

dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) 

jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama 

periode tersebut. 4) Laporan arus kas, laporan arus kas menyajikan informasi 

perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara 

terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, 

investasi, dan pendanaan. 5) catatan atas laporan keuangan, catatan atas laporan 

keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif 

atau rincianjumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos 

yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. 

Pemerintah membuat program baru yaitu Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri yang bergerak pada bidang Jasa dimana terdapatnya 

Simpan Pinjam yang gunanya salah satu wujud dalam mengembangkan potensi 

dan peran Usaha Kecil dan Menengah Masyarakat. Selain itu program ini juga 

lebih memfokuskan bantuan kepada rakyat miskin serta perbaikan terhadap 

lingkungan sekitar. PNPM Mandiri Perdesaan/ kelurahan mendapat anggaran 
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dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang di salurkan ke 

rekening kolektif desa di Kecamatan. 

Salah satu organisasi yang sangat memerlukan akuntansi adalah Badan 

Kerjasama Antar Desa (BKAD) Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Akuntansi 

berperan sangat penting dalam·menjalankan operasi organisasi, dengan demikian 

apabila organisasi-organisasi menggunakan ilmu akuntansi dengan baik, maka 

dapat menyediakan informasi yang baik yang dapat diperlukan bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan. 

Strukur organisasi pada Badan Kerjasama Antar Desa yaitu sebagai 

pelaksana pembangunan partisipatif tingkat kecamatan, juga terdiri dari UPK 

yaitu sebagai pelaksana program pengelola perguliran pelayanan usaha kelompok. 

Dan mempunyai kepengurusan organisasi berdasarkan keputusan Forum 

Musyawarah Antar Desa pada Tanggal 21 Juli 2008,susunan pengurus BKAD, 

UPK, Badan Pengawas UPK dan Tim Verifikasi sebagai berikut : I .  Ketua 2. 

Bendahara 3. Sekretaris dan Anggota. 

BKAD menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) lembaga yang 

dibentuk BKAD yang memuat peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar Anggaran 

Rumah Tangga dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. Segala 

keputusan untuk merubah Anggaran Dsar ini harus diputuskan melalui MAD dan 

sebelumnya BKAD membentuk Tim perumus. 

UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri 

Perdesaan di kecamatan Peranap dan membantu BKAD mengkoordinasikan 

pertemuan-pertemuan dikecamatan dan lembaga yang berfungsi bertanggung 
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jawab sebagai pelaksana .BKAD berkembang sebagai lembaga pengelola 

pembangunan partisipatif, pengelola kegiatan masyarakat, pengelola aset, dan 

sumber daya alam serta program/proyek dari pihak ketiga yang bersifat antar desa. 

Hubungan BKAD dengan UPK adalah hubungan mandataris dan 

pendelegasian pengelola kegiatan perguliran, pelaksanaan program da:n pelayanan 

usaha kelompok, pengurus UPK bertanggungjawab kepada BKAD melalui forum 

MAD, Hubungan pengurus BKAD dan pengurus UPK sebagai mitra kerja dalam 

proses pelaksanaan kegiatan pengelola kegiatan,dan setiap lembaga operasional 

hams mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilengkapi dengan 

penjelasan pelaksanaannya. 

Neraca kegiatan Microfinance UPK Tiga Lorong di kecamatan peranap 

kabupaten Indragiri Hutu secara umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

• 

= 

masyarakat melalui pemberdayaan kelompok dalam mengelola dana bergulir yang 

bertujuan untuk : mempermudah akses permodalan dengan pinjaman tanpa 

jaminan dan mempunyai aturan sendiri. Masyarakat langsung dilibatkan dan 

botton up planning, pemberdayaan perempuan dengan penyelenggaraan 

Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) dan simpan pinjam khusus perempuan 

(SPP), keberlanjutan dengan memperkuat kelembagaan dengan program 

micro finance. 

Modal dari Dana dari KPPN PPK I Rp. 3.000.000.000,-, Dana dari KPKN 

PPK II Rp. 1.060.000.000,-, dan Dana dari KPKN PNPM Rp. 4 .390.000.000,- 

(Lampiran l) didapat dari transfer KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara) yang dilakukan melalui UPK.Transfer dana integrasi Rp. 3 . 199.709 . 100,-  
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(Lampiran 1)  didapat dari pemerintah provinsi Riau yang sumbernya dari APBN 

dan APBD. Dana cost sharing Rp. 3.810.000.000,- (Lampiran 1) merupakan 

pembiayaan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda). 

Besamya cost sharing disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah. 

Dana hibah pihak III Rp. 126.012.400,- dan dana hibah dari pemda Rp. 

40.000.000,- (Lampiran I) merupakan dana dari APBN dan APBD untuk 

(Lampiran I)  didapat dari hasil operasional yang diperoleh UPK pada tahun lalu. 

operasional yang diperoleh UPK yang ada pada tahun sekarang.Metode yang 

Surplus berjalan Rp. 132 .501 .339,-  (Lampiran l)  didapat dari akumulasi hasil 

Alokasi Desa Serah Terima merupakan aset fisik milik UPK Tiga Lorong. 

pembangunan kantor UPK Tiga Lorong. Surplus ditahan Rp. 854.916.339,- 

Alokasi Desa Serah Terima yang terdiri dari Prasarana Rp. 12.505.281.500,- 

digunakan dalam pengakuan pendapatan dan beban yaitu, pendapatan diakui dan 

terjadinya . 

dicatat pada saat kas diterima, sedangkan beban diakui dan dicatat pada saat 
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(Lampiran l)yang akan digunakan untuk pembangunan seperti rabat beton, pas 

kamling, drainase, balai desa dll yang setelah pembangunan selesai menjadi aset 

UPK Tiga Lorong dan diserahkan pemanfaatannya kepada desa. UPK Tiga 

• 
Lorong tidak membuat penyusutan terhadap prasarana tersebut. 

Dana Pendidikan Rp. 126.000.000,- (Lampiran 1)  yang akan digunakan 

untuk kegiatan pelatihan menjahit, beasiswa dll merupakan dana program 

pengembangan pelatihan untuk tiap-tiap desa. 

Operasional Desa Rp. 45 1 .463.890 , -  (Lampiran 1)  merupakan dana yang 

berhubungan dengan kegiatan pengawasan dalam pembangunan jembatan.Dana 












